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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh 

ekstensifikasi terhadap tingkat  penerimaan  pajak, maka peneliti dapat 

menarik kesimpulan bahwa ekstensifikasi berpengaruh terhadap tingkat 

penerimaan pajak di KPP Pratama Gorontalo selama tahun 2009-2012, 

artinya  apabila semakin tinggi hasil ekstensifikasi maka akan semakin tinggi 

pula peneriman pajak yang diterima, begitu juga sebaliknya semakin rendah 

ekstensifikasi maka akan semakin rendah pula penerimaan pajak yang 

diterima. Hal ini dikarenakan hasil ekstensifikasi yang dilakukan 

menghasilkan  wajib pajak baru sehingga  dari penambahan wajib pajak baru 

ini akan menambah pula penerimaan pajak yang ada di KPP Pratama 

Gorontalo. 

 

5.2  Saran 

  Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang 

pengaruh ekstensifikasi terhadap tingkat penerimaan pajak, maka penulis 

akan memberikan beberapa saran yang dapat digunakan oleh Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo (KPP)  yaitu sebagai berikut: 
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1. Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka mempermudah 

upaya ekstensifikasi dan diharapkan akan meningkatkan kesadaran wajib 

pajak diiringi peningkatan penerimaan pajak yang signifikan dengan 

menekan biaya pelaksanaan ekstensifikasi. 

2. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menghasilkan pengaruh 

yang  cukup kuat antara ekstensifikasi terhadap tingkat penerimaan pajak, 

maka Kantor Pelayanan Pajak (KPP) disarankan untuk lebih 

meningkatkan kegiatan ekstensifikasi. Ekstensifikasi akan membuat 

penerimaan pajak tinggi. Demikian pula sebaliknya, semakin buruk 

pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak akan membuat penerimaan pajak 

semakin rendah. 
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